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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap 
penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai moderasi pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Jumlah 
sampel penelitian ini sebanyak 9 perusahaan dengan metode penarikan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan. Analisis data 
menggunakan PLS (Partial Least Square). Hasil analisis PLS menunjukkan 
profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage 
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil lain menunjukkan 
komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan leverage terhadap 
penghindaran pajak, dan komisaris independen tidak mampu memoderasi 
hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. 
 








“INFLUENCE OF LEVERAGE AND PROFITABILITY ON TAX 
AVOIDANCE WITH INDEPENDENT COMMISSIONERS AS 








This study is a quantitative study that aims to determine the effect of 
leverage and profitability on tax avoidance with independent commissioners as 
moderation in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 
2016-2020 period. The number of samples in this study were 9 companies with the 
sampling method using the purposive sampling method. This study uses secondary 
data obtained through the company's annual report. Data analysis using PLS 
(Partial Least Square). The results of the PLS analysis show that profitability has 
an effect on tax avoidance, while leverage has an not effect on tax avoidance. 
Other results show that independent commissioners are not able to moderate the 
relationship of leverage to tax avoidance, and independent commissioners are not 
able to moderate the relationship of profitability to tax avoidance. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus 
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan 
tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 
negeri berupa pajak. 
Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan baik itu pembangunan 
infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang berguna bagi kepentingan serta 
kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan 
isi undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa pajak merupakan sumber 
pendapatan bagi negara. 
Berbeda dengan negara, bagi perusahaan pajak bukanlah sumber 
pendapatan melainkan merupakan sumber beban yang harus dibayar karena pajak 
dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan 





dibayarkannya. Banyak perusahaan yang akan mencari cara untuk meminimalkan 
biaya pajak yang harus dibayar, karena mereka menganggap pajak sebagai faktor 
pengurang laba bersih. Oleh karena itu, tidak akan menutup kemungkinan 
perusahaan akan menjadi agresif terhadap perpajakan (Chen et al., 2010). 
Penghindaran pajak merupakan tindakan mengurangi pajak yang sedang 
menjadi perhatian publik karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak 
bertanggung jawab secara sosial  yang merugikan masyarakat dan pemerintah. 
Pajak perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak 
ini memiliki  implikasi  terhadap  masyarakat luas sebagai  lawan  dari  biaya 
operasional perusahaan. 
Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan 
karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa 
diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan 
menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara 
menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain 
adalah yang tidak masuk dalam katagori objek pajak sebagaimana diatur dalam 
peraturan perpajakan. Chaniago (2013:6) mengutarakan strategi itu suatu proses 
yang meliputi penetapan rencana untuk jangka waktu tertentu dan cara mencapai 
tujuan tersebut melalui penggunaaan sumber daya secara efisien dan efektif. Oleh 
karena itu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan penghindaran pajak 
diperlukan perencanaan yang baik yang dalam penyusunannya sudah memasukan 









No Perusahaan Permasalahan 
1 PT Adaro 
Energy Tbk 
(ADRO) 
Adaro telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang 
ditambang di Indonesia ke anak usahanya di Singapura 
selama 2009-2017. Coaltrade Services International 
membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang 
seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan 
mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas 
pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak 
Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah 
Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir 
USD 14 juta per tahun.  
2 PT Garuda 
Metalindo 
(BOLT) 
PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang 
diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari 
pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. 
Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah 
terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi 
permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup 
dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan 
sebagai utang untuk mengurangi pajak. 
Sumber: Website Berita Online 
Kasus yang terkait dengan penghindaran pajak pada sektor pertambangan 
adalah adalah PT Adaro Energy Tbk. berdasarkan laporan Global Witness 
berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro telah 
mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini 
untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 
2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services 
International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya 
dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat 
bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang 





hampir USD 14 juta per tahun. Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen 
Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global 
Witness yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan 
sehingga menghindari pajak lebih besar (www.merdeka.com). 
Kasus yang terjadi pada sektor lain adalah pada perusahaan PT Garuda 
Metalindo (BOLT), sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai 
utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada 
Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT 
Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang 
untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam 
hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, 
akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari 
utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi 
pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan tax avoidance dengan cara 
memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian 
perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya 
bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga 
biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan 
memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (www.liputan6.com, 
2018). 
Banyaknya kasus penghindaran pajak seperti kasus-kasus yang telah 
diuraikan diatas dapat dijadikan bahan tambahan bagi para peneliti untuk 





Mengukur penghindaran pajak memang sulit dilakukan, karena data untuk 
pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapatkan, maka perlu 
pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan 
kepada pemerintah. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan 
penghindaran pajak salah satunya leverage. Nugraha (2015) mendefinisikan 
leverage sebagai penggunaan aset atau dana yang penggunaannya memiliki 
kewajiban untuk membayar biaya tetap. Leverage timbul apabila perusahaan 
membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat 
leverage dapat menggambarkan resiko keuangan perusahaan, perusahaan dengan 
leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman 
luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai 
asetnya dengan modal sendiri. 
Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar 
kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari 
utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi 
lebih kecil. Berdasarkan hasil penelitian dari Sari (2018), Rosdiana (2018), Rozak 
dkk (2018) menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 
sedangkan hasil penelitian dari Aulia (2020), dan Pratiwi (2018) menyatakan 
leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  
Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran 
pajak adalah profitabilitas. Menurut Harahap (2013:304) profitabilitas 





kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 
jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Terdapat 
beberapa macam pengukuran profitabilitas, salah satunya dengan menggunakan 
Return On Asset (ROA). Return On Asset merupakan suatu indikator yang 
mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka 
peforma keuangan perusahaan dikategorikan baik dan semakin besar juga laba 
yang diperoleh perusahaan.  
Ketika laba perusahaan besar maka pajak yang ditanggung oleh 
perusahaan pun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan 
sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak untuk 
meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Berdasarkan hasil penelitian 
dari Aulia (2020), Nugrahita dan Suprasto (2018) menyatakan profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak pajak, sedangkan hasil penelitian dari 
Dwijayanti (2019), Pratiwi (2018) dan Rosdiana (2018) menyatakan profitabilitas 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah perusahaan dalam 
melakukan penghindaran pajak pada penelitian ini adalah komisaris independen. 
Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki 
peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori agensi 
menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka 
semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur 
eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. 





penghindaran pajak.  Berdasarkan hasil penelitian dari Indriawati (2017), Sunarsih 
dkk (2019) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak pajak, sedangkan hasil penelitian dari Dewi (2019), Amaliyah 
dan Rachmawati (2019) menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
Berdasarkan penjelasan diatas masih banyak hasil penelitian yang 
memberikan hasil yang belum konsisten, dengan adanya perbedaan hasil tersebut 
membuat peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
penghindaran pajak dengan faktor-faktor yang digunakan adalah leverage, dan 
profitabilitas. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian dari 
Riskatari dan Jati (2020) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, leverage 
dan ukuran perusahaan pada tax avoidance, pada penelitian ini menambahkan 
variabel komisaris independen sebagai variabel moderasi, dikarenakan keberadaan 
komisaris independen dapat menjadi pengawas bagi manajemen perusahaan 
dalam melakukan kegiatan yang dapat terjadinya konflik agensi, salah satu 
kegiatan tersebut yang perlu diawasi adalah penghindaran pajak. Alasan tidak 
menggunakan variabel ukuran perusahaan dikarenakan pada perusahaan yang 
terdaftar di BEI merupakan perusahaan kategori besar, jadi tidak relevan 
mengukur ukuran perusahaan dengan perusahaan kecil, menengah dan besar. 
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas 





Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI 
Tahun 2016-2020”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan 
atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu 
penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 
alat-alat yang relevan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka 
rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 
1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan pertambangan? 
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan pertambangan? 
3. Apakah komisaris independen dapat memoderasi hubungan profitabilitas 
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan? 
4. Apakah komisaris independen dapat memoderasi hubungan leverage 
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 
melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak 





2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan pertambangan. 
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen dalam memoderasi 
hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 
pertambangan. 
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen dalam memoderasi 
hubungan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 
pertambangan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 
pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi: 
1. Bagi Pemerintah 
Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan 
hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka penghindaran 
pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pada sektor 
pajak penghasilan. 
2. Bagi Perusahaan Pertambangan 
Bagi perusahaan pertambangan agar lebih berhati-hati dalam 







3. Bagi Akademisi 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
referensi yang berhubungan dengan penghindaran pajak. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 
masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
penelitian. 
BAB II :  TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 
dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-
variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, dan metode analisis data. 
BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 
BAB V :  PENUTUP 






2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Agensi 
Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak 
pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent). 
Luayyi (2010) dalam Nugraha (2015) menyatakan bahwa dalam teori agensi atau 
keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan 
manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan 
yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer 
melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik 
ataupun cara yang merugikan banyak pihak. 
Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara 
principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi 
kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (agent) memiliki kewajiban 
untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan 
(principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan 
perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan 
keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan 
untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. 
Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan 
kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan 





investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika 
manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki 
oleh pemilik perusahaan. 
Menurut Nugraha (2015) menyatakan asimetris informasi antara manajer 
dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu: 
1. Adverse Selection 
Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang 
dimiliki pihak principle dengan pihak agent. Perbedaan informasi yang 
dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki 
informasi lebih sedikit. Misalnya agent memanipulasi atau 
menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada principle. 
Akibatnya principle merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang 
sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan agent 
dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat 
mengakibatkan kerugian bagi principle dan perusahaan. 
2. Moral Hazard 
Moral hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang 
dilakukan oleh agent yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak 
yang disepakati antara principle dan agent. Hal ini bisa disebabkan karena 
adanya kegiatan agent yang tidak sesuai dengan harapan principle 
sehingga agent dapat melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak 
sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya dilakukan demi keuntungan 





Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi 
berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya dalah 
kebijkan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakkan di Indonesia 
yang menggunakan self assessment system memberikan wewenang kepada 
perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan 
sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agent untuk memanipulasi 
pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang 
ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak agent karena 
adanya asimetris informasi dengan pihak principle sehingga agent dapat 
mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan principle 
karena adanya manajemen pajak yang dilakukan agent. 
2.1.2 Pajak 
Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dibanding 
pendapatan-pendapatan negara dibandingkan pada sektor lainnya. Hal ini 
dikarenakan pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara untuk 
berkontribusi dapat secara paksa agar berjalannya pembangunan negara. 
Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langusng dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 





rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan 
dengan tidak dapat balas jasa secara langsung. 
Menurut Rahayu (2017:31-44), pajak memiliki 4 fungsi, yaitu: 
1. Fungsi Budgetair  
Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan 
pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya. Maka pengenaan 
pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan 
tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang 
menyimpang. 
2. Fungsi Regularend  
Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 
alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi 
regulerend merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgertair. 
Disamping usahauntuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak 
dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal 
mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan 
bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. 
3. Fungsi Stabilitas 
Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah 
untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan 
sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemeritah 





dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan 
efektif dan efisien. 
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 
digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk 
membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka 
kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat. 
Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 
3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Menurut Mardiasmo (2013:11) macam-macam pajak dibagi menjadi 6 
bagian sebagai berikut: 
1. Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 
pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 
suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun 





menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 
demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 
honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pajak yang dikenakan atas 
konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 
Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang 
mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 
Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa 
Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN 
adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. 
Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB adalah pajak yang dikenakan atas 
kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan 
Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi 
penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 
maupun Kabupaten/Kota. 
5. Bea Materai, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, 
seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat 
berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah 





6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPHTB adalah 
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 
Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat 
namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan. 
Menurut Mardiasmo (2013:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu: 
1. Tarif Sebanding atau Proporsional, Tarif berupa persentase yang tetap 
terhadap berapaun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean 
akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 
2. Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
Contohnya, besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 
nominal berapun besarnya adalah Rp. 3.000. 
3. Tarif Progresif, Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 
yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 
Penghasilan 0 s/d 50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%, diatas 
50.000.000 s/d 250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, di atas 
250.000.000 s/d 500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan di atas 





4. Tarif Degresif, Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 
yang dikenai pajak semakin besar. 
2.1.3 Penghindaran Pajak 
Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan 
karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa 
diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan 
menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara 
menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain 
adalah yang tidak masuk dalam katagori objek pajak sebagaimana diatur dalam 
peraturan perpajakan. Chaniago (2013:6) mengutarakan strategi itu suatu proses 
yang meliputi penetapan rencana untuk jangka waktu tertentu dan cara mencapai 
tujuan tersebut melalui penggunaaan sumber daya secara efisien dan efektif. Oleh 
karena itu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan penghindaran pajak 
diperlukan perencanaan yang baik yang dalam penyusunannya sudah memasukan 
atau mengikutsertakan semua sumber daya yang ada sehingga ketika masuk dalam 
tahap pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan baik dan tujuan tercapai dengan 
hasil maksimal. 
Menurut Pohan (2013:9) memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi 
perilaku wajib pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya: 
a) Tingkat kerumitan suatu peraturan. Makin rumit peraturan perpajakan 
yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena 





𝐸𝑇𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
𝑃𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 
b) Besarnya pajak yang terutang. Makin besar jumlah pajak yang terutang 
akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah 
pembayaran pajaknya. 
c) Biaya untuk negosiasi. Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang 
wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan 
kewajiban perpajakannya. 
d) Resiko deteksi. Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat 
probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi 
atau tidak. Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki 
kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan 
perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan 
mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif 
dengan tidak melanggar aturan. 
Pengukuran nilai penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan 
rumus berdasarkan penelitian dari Lanis dan Richardson (2012) dimana 






Menurut Harahap (2013:304) profitabilitas menggambarkan kemampuan 





ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang 
perusahaan, dan lain sebagainya. Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, 
tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak 
di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau 
kepentingan dengan perusahaan .Tujuan dari rasio profitabilitas dari perusahaan 
maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197): 
a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 
suatu periode tertentu 
b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 
sekarang 
c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 
d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 
e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 
baik modal pinjaman maupun modal sendiri 
f) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 
digunakan baik modal sendiri  
Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Dalam 
analisis laporan keuangan, ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan 
perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA dapat mengukur keuntungan 
perusahaan dari aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan (Nugraha, 
2015). Aset yang dihitung adalah keseluruhan asset yang diperoleh dari modal 





digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan. Menurut Sartono (2015:122) 
menjelaskan bahwa dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas, yaitu: 
1. Rasio Gross Profit Margin. Gross profit margin sangat dipengaruhi oleh 
harga pokok penjualan, apabila harga pokok penjualan meningkat maka 
gross profit margin akan menurun bgetu juga sebaliknya. 
2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (Basic Earning Power Ratio / 
Operating Return On Asset (OROA)). 
3. Earning Before Interest and Tax (EBIT) merupakan laba murni perusahaan 
yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak. 
4. Rasio Tingkat Pengembalian Total Aktiva (Return On Asset - ROA) Rasio 
Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi. 
5. Rasio Tingkat Pengembalian Total Ekuitas (Return On Equity - ROE) Rasio 
Return On Equity (ROE) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur 
profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan 
menghasilkan laba untuk para pemegang saham. 
Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis 
adalah Return On Asset (ROA). Karena ROA mencerminkan hasil return yang 
diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu return on assets 
menunjukan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 
pendapatan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka 





suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Rumus 





Menurut Kasmir (2013:151) leverage adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Hanafi 
dan Halim (2016:29) leverage adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin 
timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer 
aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat 
transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang muncul terutama karena penundaan 
pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari 
dana yang dipinjam. 
Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan leverage 
ratio menurut Kasmir (2013:153-154): 
a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 
lainnya (kreditor). 
b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 
bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 
c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 
dengan modal. 
d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 
𝑅𝑂𝐴 = 







e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 
pengelolaan aktiva. 
f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 
sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 
g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 
sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. 
Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis leverage ratio yang sering 
digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam leverage ratio 
menurut Kasmir (2013:155-156), antara lain: 
a. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 
Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 
perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 
seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar 
utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan 
untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut: 
                   =  
          
            
 
b. Debt to Equity Ratio 
Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 
dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 
seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini 
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 





untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 
jaminan utang. Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan 
perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut: 
                    =  
         
            
 
c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 
LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal 
sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap 
rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan 
cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri 
yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari long term debt 
to equity ratio adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang 
jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu: 
      =  
    
          
 
d. Times interest earned 
Time interst earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana 
pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu 
karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Rumus untuk 
mencari time interest earned dapat digunakan dengan dua cara sebagai 
berikut: 
                   =  
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e. Fixed Charge Coverage (FCC) 
Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 
menyerupai time interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah 
rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang 
atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Rumusan 
untuk mencari fixed charge coverage adalah sebagai berikut: 
       ℎ             =  
                              
                         
 
2.1.6 Komisaris Independen 
Komisaris Independen dipillih berdasarkan RUPS (Rapat Umum 
Pemegang Saham) keputusan dalam RUPS tidak berdasarkan pada jumlah suara 
yang biasanya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang 
dimilikinya. Komisaris Independen memiliki tugas yakni melakukan pengawasan 
dan memberikan masukan kepada dewan direksi. Sehingga Komisaris Independen 
memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja Dewan Direksi 
juga untuk mengawasi kelengkapan laporan atas kinerja Dewan Direksi. Perihal 
hal tersebut Komisaris Independen memiliki posisi yang sangat penting dalam 
perusahaan. 
Menurut Sukrisno dan Ardana (2014:110) komisaris independen 





dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, 
dan keahlian profsessional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas 
demi kepentingan perusahaan. 
Pemerintah mengatur perihal Independensi direksi perusahaan dalam 
aturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-305/BEI/07-2004 pasal III ayat 1.6 
yang memuat syarat untuk menjadi Komisaris Independent yakni sebagai berikut: 
1. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang 
Saham Pengendali (Controlling Stakeholders) atau Pemegang Saham 
Mayoritas sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai 
Komisaris tak terafiliansi dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. 
2. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan dengan Direktur atau 
Komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. 
3. Komisaris Independen tidak mempunyai kedudukan yang rangkap dalam 
perusahaan lain dan tercatat yang bersangkutan. 
4. Komisaris Independen tidak menjadi anggota atau orang dalam pada 
lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh 
perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai 
Komisaris. 
2.1.7 Pajak Menurut Islam 
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-
Max, atau biasa juga disebut dengan Adh-dharibah, yang artinya adalah 
pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 





Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf 
Qardhawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad 
al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya 
Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasnya sebagai berikut: 
1. Yusuf Qardhawi berpendapat: pajak adalah kewajiban yang ditetapkan 
terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 
ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 
merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan 
lain yang ingin dicapai oleh negara. 
2. Gazi Inayah berpendapat: pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai 
yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat 
mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai 
dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi 
kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik 
keunangan bagi pemerintah. 
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: pajak adalah harta yang diwajibkan 
Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan 
dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada 
kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Gusfahmi (2007). 
Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 
disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 





taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al- Al-
Qur’an Surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi: 
ى َعِه اْلفَْحَشۤاِء َواْلُمْنَكِر َوالْ  ه ى َويَْن ْحَساِن َواِْيتَۤاِئ ِذى اْلقُْربه َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ
ْ ِِ اِنَّ ّللّاه َبَ
ُرْونَ   يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََركَّ
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran” 
Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa melaporkan dan membayar pajak 
secara jujur merupakan salah satu jihad dan merupakan perbuatan baik yang 
disukai oleh Allah menurut agama. 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Hasil Penelitian 
1 
Ni Ketut Rai 
Riskatari dan I Ketut 
Jati (2020) 
Pengaruh Profitabilitas, 
Leverage dan Ukuran 




terhadap tax avoidance, 
Leverage dan Ukuran 
Perusahaan 
berpengaruh positif 
terhadap tax avoidance. 
2 
Ismiani Aulia (2020) 
 
Pengaruh Profitabilitas, 











Ni Ketut Rai 
Riskatari, I Ketut Jati 
Pengaruh Profitabilitas, 
























dan Komite Audit 
Terhadap Penghindaran 
Pajak (Tax Avoidance) 
pada Perusahaan 
Perbankan yang 

















































































2014-2016) berpengaruh terhadap 
Penghindaran Pajak. 
Sumber: Penelitian Terdahulu 
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2.4 Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak 
Menurut Hanafi dan Halim (2016:29) leverage adalah pengorbanan 
ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi 
sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa 
mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Leverage timbul 
apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban 


















perusahaan dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut 
bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan 
leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. 
Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar 
kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari 
utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi 
lebih kecil. Berdasarkan hasil penelitian dari Aulia (2020), dan Pratiwi (2018) 
menyatakan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini 
adalah: 
H1: Diduga Leverage Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak 
2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak 
Menurut Harahap (2013:304) profitabilitas menggambarkan kemampuan 
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang 
ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang 
perusahaan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa macam pengukuran 
profitabilitas, salah satunya dengan menggunakan Return On Asset (ROA). Return 
On Asset merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan 
perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka peforma keuangan perusahaan 
dikategorikan baik dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. 
Ketika laba perusahaan besar maka pajak yang ditanggung oleh 
perusahaan pun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan 





meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Berdasarkan hasil penelitian 
dari Dwijayanti (2019), Pratiwi (2018) dan Rosdiana (2018) menyatakan 
profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada 
penelitian ini adalah: 
H2: Diduga Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak 
2.4.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Hubungan Leverage 
Dengan Penghindaran Pajak 
Dewan komisaris bertugas serta bertanggung jawab atas pengawasan 
kualitas informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Hal ini penting 
karena terdapat kepentingan dari manajemen untuk melakukan praktik manajemen 
laba yang akan memiliki dampak pada menurunnya kepercayaan para investor. 
Untuk mengatasi hal itu dewan komisaris diizinkan untuk memiliki akses pada 
informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam 
perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan 
informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (Badoa, 2020). 
Dengan adanya komisaris independen sebagai pengawas manajemen, 
perusahaan akan lebih berhati-hati dalam meningkatkan utang dengan tujuan 
untuk menekan beban pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 
ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah: 
H3: Diduga Komisaris Independen Dapat Memoderasi Hubungan Leverage 





2.4.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Hubungan Profitabilitas 
Dengan Penghindaran Pajak 
Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan 
yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam 
menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 
manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 
laporan laba yang berkualitas. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris 
independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, 
sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba 
(Badoa, 2020). 
Dengan adanya komisaris independen sebagai pengawas manajemen, 
perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menurunkan labanya dengan tujuan 
untuk menekan beban pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 
keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah: 
H4: Diduga Komisaris Independen Dapat Memoderasi Hubungan 





3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini meneliti pengaruh dari leverage, dan profitabilitas terhadap 
penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada 
perusahaan pertambanga yang terdaftar di BEI. Penelitian ini berjenis kuantitatif 
yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism yang di 
gunakan untuk meneliti pada populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2012:7). 
Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis 
biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menemukan perbedaan antar 
kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. 
3.2 Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 
wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 
atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 
(Martono, 2011:74).  Adapun populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020. 
Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 
tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 
populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 
dapat mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur sektor aneka industri, dalam penelitian ini teknik sampling yang 





penentuan sampel dengan pertimbangkan tertentu (Martono, 2011:79). Teknik ini 
digunakan agar mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, dimana 
sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama 
periode 2016-2020 
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 
penelitian tahun 2016-2020 
3. Perusahaan yang memiliki laba positif selama periode 2016-2019 
Tabel 3.1 
Kriteria Pemilihan Sampel 




Jumlah Perusahaan Pertambangan 46 
1 
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI secara 
berturut-turut selama periode 2016-2020 
43 (3) 
2 
Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan 
selama periode penelitian tahun 2016-2020 
39 (4) 
3 
Perusahaan yang memiliki laba positif selama periode 
2016-2020 
9 (30) 
Jumlah Sampel Penelitian 9 
Jumlah Tahun Observasi 5 
Jumlah Data Penelitian 45 







Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 ADRO Adaro Energy Tbk. 
2 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 
3 DEWA Darma Henwa Tbk. 
4 ELSA Elnusa Tbk. 
5 GEMS Golden Energy Mines Tbk. 
6 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 
7 TOBA TBS Energi Utama Tbk 
8 MYOH Samindo Resources Tbk. 
9 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 
Sumber: IDX.Co.Id 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 
yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 
peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 
laporan tahun 2016–2020. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 
www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 
dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 
Indonesia. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 
dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 
sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 
yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 
dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot, laporan 





adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 
pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id 
yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan data lainnya 
yang diperlukan. 
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
Variabel pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel, yang terdiri dari 2 
(dua) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen, 1 (satu) variabel moderasi. 
Adapun masing-masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas 
leverage, dan profitabilitas. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak, 
dan variabel moderasi adalah komisaris independen. Berikut diuraikan definisi 
dari masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara 
pengukurannya. 
1. Penghindaran Pajak 
Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan 
karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa 
diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan 
menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara 
menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain 
adalah yang tidak masuk dalam katagori objek pajak sebagaimana diatur dalam 
peraturan perpajakan (Chaniago, 2013:6). Pengukuran nilai penghindaran pajak 
pada penelitian ini menggunakan rumus berdasarkan penelitian dari Badoa (2020) 
dimana penghindaran pajak diproksi kan dengan cash effective tax rate (CETR) 
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2. Profitabilitas 
Menurut Harahap (2013:304) profitabilitas menggambarkan kemampuan 
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang 
ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang 
perusahaan, dan lain sebagainya. Rumus ROA berdasarkan Sartono (2015:122) 
sebagai berikut: 
   =  
         ℎ       ℎ      
          
 
3. Leverage 
Menurut Hanafi dan Halim (2016:29) leverage adalah pengorbanan 
ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi 
sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa 
mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Rumus mencari 
nilai leverage menurut Kasmir (2013:155) dapat menggunakan dengan debt to 
assets ratio (DAR), rumusnya sebagai berikut: 
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4. Komisaris Independen 
Menurut Sukrisno dan Ardana (2014:110) komisaris independen 
merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun 
dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, 





demi kepentingan perusahaan. Rumus mencari nilai komisaris independen 
menurut Amaliyah dan Rachmawati (2019) rumusnya sebagai berikut: 
                              =  
                           
     ℎ              
 
3.6 Metode Analisis Data 
Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
melakukan analisis Partial Least Square (PLS) dibantu dengan program Smart-
PLS 3.0. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data adalah: 
1. Melakukan perhitungan pada data yang diperoleh dari Indonesian Stock 
Exchange  (IDX). 
2. Melakukan entri data atas hasil pengukuran variabel dan perusahaan 
asuransi yang dijadikan sampel dalam penelitian sehingga data siap diolah. 
3. Menghitung data dan melakukan analisis data agar menghasilkan 
kesimpulan yang sesuai dengan penelitian Teknik analisis data yang terdiri 
dari analisis deskriptif dan analisis statistik. 
3.6.1 Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui 
data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan yang berlaku umum dalam penelitian (Ferdinand, 2014). 
Dalam analisis deskriptif, seorang peneliti akan menjelaskan obyek penelitian, 





kecenderungan tanggapan responden terhadap pertanyaanpertanyaan yang 
berkaitan dengan indikator-indikator variabel penelitian.  
Teknik yang sering digunakan untuk memetakan respon responden adalah 
mean atau rerata dan analisis indeks. Nilai mean atau rerata adalah jumlah seluruh 
data dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean merupakan ukuran tendensi 
sentral yang paling umum digunakan karena mean merupakan cara termudah 
untuk mendeskripsikan data (Kuncoro, 2013). Sedangkan analisis indeks yang 
sering digunakan adalah Three-box Method (Ferdinand, 2014). 
3.6.2 Analisis Inferensial 
Analisis inferensial adalah serangkaian metode yang digunakan untuk 
mengolah data agar dapat ditarik kesimpulan atau menguji hipotesis (menurut 
penulis). Analisis inferansial terbagi menjadi menjadi teknik statistik inferensial 
parametrik dan teknik statistik inferensial non parametrik. Dalam melakukan 
Teknik statistik inferensial parametrik, seorang peneliti dibantu dengan 
menggunakan alat analisis yang sesuai dengan model penelitian. Misalnya analisis 
regresi, regresi moderasi, dan regresi dua tahap bias menggunakan SPSS. Analisis 
kausalitas biasa menggunakan SEM atau Structural Equation Modelling. Analisis 
kausalitas jalur dapat dilakukan dengan menggunakan Path Analysis (Ferdinand, 
2014).  
Banyak peneliti memilih menggunakan SEM-PLS karena berbagai alasan. 
Abdillah dan Hartono (2015) menyebutkan bahwa SEM-PLS merupakan variance 
atau commponent-based SEM, di mana indikator-indikator variabel laten yang 





satu model penelitian. Keunggulan SEM-PLS adalah bersifat non parametrik atau 
tidak membutuhkan berbagai asumsi. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 
SEM-PLS tidak besar.  
Hanya dengan 30 sampel saja aplikasi bisa dijalankan. SEM-PLS dapat 
menganalisis konstruk dengan indikator normatif maupun reflektif, serta dapat 
digunakan pada model yang dasar teorinya masih belum kuat.  Ghozali dan Latan 
(2015) menyebutkan bahwa dalam hal menguji hubungan antar konstruk, SEM-
PLS bersifat prediktif dan hanya satu arah, tidak rekursif. Abdillah dan Hartono 
(2015) juga menyebutkan bahwa teknik statistika variancebased SEM adalah 
pilihan yang tepat untuk riset prediksi.  
Riset prediksi adalah riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar 
variabel untuk memprediksi hubungan sebabakibat. Hipotesis yang diuji adalah 
hipotesis parsial, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan relational atau 
kausal antar variabel saja, bukan hubungan relational atau kausal satu model 
penelitian (hipotesis model). Kriteria kelayakan hasil penelitian mengacu pada 
tingkat signifikansi prediksi hubungan antar variabel atau t-statistics.  
Analisis inferensial dalam tulisan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap 
pertama adalah melakukan evaluasi model pengukuran atau outer model dan tahap 
kedua adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Jenis-jenis 
evaluasi dalam kedua tahap yang akan dibahas di tulisan ini adalah untuk model 
penelitian yang menggunakan indikator reflektif saja, bukan indikator formatif 














3.6.3 Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 
Suatu model penelitian dapat menggunakan konstruk laten dengan 
indikator reflektif maupun formatif. Indikator-indikator tersebut perlu diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas untuk 
model yang seluruhnya mengunakan indikator reflektif. Keempat evaluasi model 
pengukuran atau Outer Model berikut ini didapat dengan menjalankan PLS 
Algorithm dalam SmartPLS v.3.2.72018. Adapun caranya adalah Calculate→PLS 
Algorithm. Prosedur ini sekaligus akan menghasilkan nilai VIF, R2, f2, dan Path 
Coefficients yang digunakan dalam evaluasi Inner Model. 
1)  Reliabilitas Indikator 
Reliabiltas indikator bertujuan untuk menilai apakah indikator 
pengukuran variabel laten reliabel atau tidak. Caranya dengan 
mengevaluasi hasil outer loading tiap indikator. Nilai loading di atas 0,7 
menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% varians 
indikatornya (Wong K.K., 2013; Sarstedt dkk., 2017). 
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2)  Internal Consistency Reliability 
Internal Consistency Reliability mengukur seberapa mampu 
indikator dapat mengukur konstruk latennya. (Memon dkk., 2017). Alat 
yang digunakan untuk menilai hal ini adalah composite reliability dan 
Cronbach’s alpha. Nilai composite reliability 0,6 – 0,7 dianggap memiliki 
reliabilitas yang baik (Sarstedt dkk., 2017), dan nilai Cronbach’s alpha 
yang diharapkan adalah di atas 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015). 
3)  Validitas Konvergen  
Validitas konvergen ditentukan berdasarkan dari prinsip bahwa 
pengukurpengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi 
(Ghozali dan Latan, 2015). Validitas konvergen sebuah konstruk dengan 
indikator reflektif dievaluasi dengan Average Variance Extracted (AVE). 
Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau 
lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya 
(Wong K.K., 2013, Sarstedt dkk., 2017).  
4)  Validitas Diskriminan 
Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu 
indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya 
berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi 
terhadap konstruknya saja.  Pengukur-pengukur konstruk yang berbeda 
seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Dalam 
aplikasi SmartPLS 3.2.7 uji validitas diskriminan menggunakan nilai cross 
loadings dan Fornell-Larcker Criterion, dan Heterotrait-Monotrait 





5) Cross Loadings  
Nilai cross loading masing-masing konstruk dievaluasi untuk 
memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar 
daripada konstruk lainnya. Nilai cross loading yang diharapkan adalah 
lebih besar dari 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015).  
6) Fornell-Larcker Criterion  
Metode lain untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan 
FornellLarcker Criterion, sebuah metode tradisional yang telah digunakan 
lebih dari 30 tahun, yang membandingkan nilai akar kuadrat dari Average 
Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 
lainnya dalam model (Henseler dkk., 201 ). Jika nilai akar kuadrat AVE 
setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan 
konstruk lainnya dalam model, maka model tersebut dikatakan memiliki 
nilai validitas diskriminan yang baik (Fornell dan Larker, 1981 dalam 
Wong, 2013).  
3.6.4 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 
Langkah awal evaluasi model struktural adalah mengecek adanya 
kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model (Sarstedt dkk., 2017). 
Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model 
menggunakan empat kriteria yaitu koefisien determinasi (R2), cross-validated 
redundancy (Q2), effect size (f2), dan path coefficients atau koefisien jalur 





1)  Variance Inflation Factor (VIF) 
SmartPLS v.3 menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) 
untuk mengevaluasi kolinearitas. Multikolinearitas cukup sering 
ditemukan dalam statistik. Multikolinearitas merupakan fenomena di mana 
dua atau lebih variabel bebas atau konstruk eksogen berkorelasi tinggi 
sehingga menyebabkan kemampuan prediksi model tidak baik (Sekaran 
dan Bougie, 2016). Nilai VIF harus kurang dari 5, karena bila lebih dari 5 
mengindikasikan adanya kolinearitas antar konstruk (Sarstedt dkk., 2017). 
2)  Koefisien determinasi (R2)  
Koefisien determinasi (R2) merupakan cara untuk menilai seberapa 
besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai 
koefisien determinasi (R2) diharapkan antara 0 dan 1. Nilai R2 0,75, 0,50, 
dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt 
dkk., 2017). Chin memberikan kriteria nilai R2 sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 
sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghozali dan Latan, 
2015).  
3)  Cross-validated Redundancy (Q2)  
Cross-validated redundancy (Q2) atau Q-square test digunakan 
untuk menilai predictive relevance. Nilai Q2 > 0 menunjukkan bahwa 
model mempunyai predictive relevance yang akurat terhadap konstruk 
tertentu sedangkan nilai Q2 < 0 menunjukkan bahwa model kurang 





validated Redundancy (Q2) didapat dengan prosedur Blindfolding dalam 
SmartPLS v.3.2.7. Caranya Calculate →Blindfolding. 
4)  Effect Size (f2)  
Selain menilai apakah ada atau tidak hubungan yang signifikan 
antar variabel, seorang peneliti hendaknya juga menilai besarnya pengaruh 
antar variabel dengan Effect Size atau f-square (Wong, 2013). Nilai f2 0,02 
sebagai kecil, 0,15 sebagai sedang, dan nilai 0,35 sebagai besar. Nilai 
kurang dari 0,02 bisa dabaikan atau dianggap tidak ada efek (Sarstedt dkk., 
2017). 
5) Path Coefficients atau Koefisien Jalur 
Selanjutnya dilakukan pengukuran path coefficients antar konstruk 
untuk melihat signifikansi dan kekuatan hubungan tersebut dan juga untuk 
menguji hipotesis. Nilai path coefficients berkisar antara -1 hingga +1. 
Semakin mendekati nilai +1, hubungan kedua konstruk semakin kuat. 
Hubungan yang makin mendekati -1 mengindikasikan bahwa hubungan 
tersebut bersifat negatif (Sarstedt dkk., 2017). 
3.6.5 Uji Hipotesis  (Resampling Bootstrapping) 
Prosedur bootstrapping menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur 
hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik tersebut akan 
dibandingkan dengan nilai t-tabel. Penelitian yang menggunakan tingkat 
kepercayaan 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan (α) = 5% = 
0,05. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1.96),  maka Ho 





(t-statistik > 1.96), maka Ho ditolak dan Ha diterima  (Ghozali dan Latan, 2015). 
SmartPLS juga menghasilkan nilai koefisien untuk setiap indikator.  
Dengan demikian bisa dilihat indikator mana yang memberikan pengaruh 
terbesar dan mana yang pengaruhnya paling kecil. Pembaca dapat menggunakan 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage dan 
profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai 
moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-
2020. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil 
ini menjelaskan besar atau kecilnya rasio leverage tidak dapat 
mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang 
dijadikan sampel. 
2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil 
ini menjelaskan semakin besar profitabilitas dapat mempengaruhi dan 
meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang 
dijadikan sampel. 
3. Komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan leverage 
terhadap penghindaran pajak. 
4. Komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan profitabilitas 







Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 
akan bermanfaat bagi: 
1. Perusahaan, disarankan pada perusahaan pertambangan agar lebih berhati-
hati dalam melakukan penghindaran pajak agar tidak dikategorikan dalam 
penggelapan pajak. Perusahaan disaran agar berhati-hati pada 
profitabilitas dalam mengurangi laba. 
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 
perususahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini 
hanya menjadikan satu sektor yaitu perusahaan pertambangan yang 
dijadikan objek penelitian. 
3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model 
dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat 
menjadi lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan 
variabel independen dikarenakan pada penelitian ini variabel yang 
digunakan dapat menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 25,2%, 
sedangkan sisanya 74,8% dapat dipengaruhi variabel lain seperti volatilitas 
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TABULASI DATA PENGHINDARAN PAJAK 
No. Perusahaan Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR 
1 ADRO 2016  $              155.474.000   $              546.520.000  0,2845 
    2017  $              515.462.000   $              929.531.000  0,5545 
    2018  $              407.365.000   $              820.998.000  0,4962 
    2019  $              306.943.000   $              659.103.000  0,4657 
    2020  $              180.234.000   $              222.165.000  0,8113 
2 BSSR 2016  $                19.989.546   $                35.592.255  0,5616 
    2017  $                24.731.654   $              111.888.566  0,2210 
    2018  $                39.575.057   $                93.354.875  0,4239 
    2019  $                25.000.537   $                41.316.129  0,6051 
    2020  $                  7.089.163   $                40.839.013  0,1736 
3 DEWA 2016  $                  4.399.634   $                  8.764.875  0,5020 
    2017  $                  3.695.145   $                10.827.703  0,3413 
    2018  $                  2.488.278   $                  6.812.382  0,3653 
    2019  $                  1.954.317   $                  4.007.587  0,4877 
    2020  $                  2.323.211   $                  6.230.281  0,3729 
4 ELSA 2016  Rp    152.419.000.000   Rp    418.318.000.000  0,3644 
    2017  Rp    140.185.000.000   Rp    326.366.000.000  0,4295 
    2018  Rp    214.552.000.000   Rp    351.807.000.000  0,6099 
    2019  Rp    234.300.000.000   Rp    466.749.000.000  0,5020 
    2020  Rp    256.675.000.000   Rp    344.877.000.000  0,7443 
5 GEMS 2016  $                  4.931.151   $                48.916.736  0,1008 
    2017  $                18.006.577   $              167.307.676  0,1076 
    2018  $                70.655.170   $              135.530.697  0,5213 
    2019  $                42.201.776   $              100.340.160  0,4206 
    2020  $                21.314.582   $              127.132.647  0,1677 
6 ITMG 2016  $                65.163.000   $              191.991.000  0,3394 
    2017  $                59.595.000   $              362.055.000  0,1646 
    2018  $                88.095.000   $              281.111.000  0,3134 
    2019  $              111.287.000   $              185.908.000  0,5986 
    2020  $                62.721.000   $                72.553.000  0,8645 
7 TOBA 2016  $                13.063.429   $                25.984.193  0,5027 
    2017  $                13.198.613   $                60.195.507  0,2193 
    2018  $                27.084.635   $                97.281.622  0,2784 
    2019  $                17.596.307   $                62.869.168  0,2799 
    2020  $                  6.190.584   $                42.082.914  0,1471 
8 MYOH 2016  $                  9.567.746   $                29.452.922  0,3248 
    2017  $                  7.387.315   $                17.016.672  0,4341 
    2018  $                  8.387.845   $                41.447.529  0,2024 





    2020  $                  6.671.316   $                29.009.788  0,2300 
9 RUIS 2016  Rp      25.358.178.895   Rp      54.852.288.151  0,4623 
    2017  Rp      23.784.526.011   Rp      38.913.911.728  0,6112 
    2018  Rp      16.807.022.696   Rp      44.579.949.867  0,3770 
    2019  Rp      20.031.687.650   Rp      50.653.045.141  0,3955 










TABULASI DATA PROFITABILITAS 
No. Perusahaan Tahun Laba Bersih Setelah Pajak Total Aset ROA 
1 ADRO 2016  $                       340.686.000   $           6.522.257.000  0,0522 
    2017  $                       536.438.000   $           6.814.147.000  0,0787 
    2018  $                       477.541.000   $           7.060.755.000  0,0676 
    2019  $                       435.002.000   $           7.217.105.000  0,0603 
    2020  $                       158.505.000   $           6.381.566.000  0,0248 
2 BSSR 2016  $                         27.421.577   $              183.981.910  0,1490 
    2017  $                         82.816.929   $              210.137.454  0,3941 
    2018  $                         69.083.191   $              245.100.202  0,2819 
    2019  $                         30.467.457   $              250.680.316  0,1215 
    2020  $                         30.520.269   $              263.343.768  0,1159 
3 DEWA 2016  $                              549.890   $              381.339.705  0,0014 
    2017  $                           2.769.140   $              401.800.150  0,0069 
    2018  $                           2.565.336   $              415.098.432  0,0062 
    2019  $                           3.773.979   $              549.518.597  0,0069 
    2020  $                           1.647.892   $              550.639.564  0,0030 
4 ELSA 2016  Rp             316.066.000.000   Rp 4.190.956.000.000  0,0754 
    2017  Rp             250.754.000.000   Rp 4.855.369.000.000  0,0516 
    2018  Rp             276.316.000.000   Rp 5.657.327.000.000  0,0488 
    2019  Rp             356.477.000.000   Rp 6.805.037.000.000  0,0524 
    2020  Rp             249.085.000.000   Rp 7.562.822.000.000  0,0329 
5 GEMS 2016  $                         34.988.248   $              377.670.000  0,0926 
    2017  $                       120.106.040   $              590.469.384  0,2034 
    2018  $                       100.548.578   $              701.046.630  0,1434 
    2019  $                         66.765.857   $              780.646.167  0,0855 
    2020  $                         95.856.553   $              813.717.765  0,1178 
6 ITMG 2016  $                       130.709.000   $           1.209.792.000  0,1080 
    2017  $                       252.703.000   $           1.358.663.000  0,1860 
    2018  $                       197.171.000   $           1.442.728.000  0,1367 
    2019  $                       126.502.000   $           1.209.041.000  0,1046 
    2020  $                         37.828.000   $           1.158.629.000  0,0326 
7 TOBA 2016  $                         14.586.772   $              261.588.159  0,0558 
    2017  $                         41.369.891   $              348.338.028  0,1188 
    2018  $                         68.089.796   $              501.883.194  0,1357 
    2019  $                         43.745.700   $              634.640.456  0,0689 
    2020  $                         35.803.866   $              771.871.787  0,0464 
8 MYOH 2016  $                         21.258.853   $              147.254.262  0,1444 
    2017  $                         12.306.356   $              136.067.975  0,0904 





    2019  $                         26.098.429   $              160.181.748  0,1629 
    2020  $                         22.533.662   $              151.108.859  0,1491 
9 RUIS 2016  Rp               26.070.316.770   Rp    979.132.450.762  0,0266 
    2017  Rp               20.922.363.433   Rp    959.347.737.750  0,0218 
    2018  Rp               27.055.086.453   Rp    990.372.318.692  0,0273 
    2019  Rp               33.086.271.543   Rp 1.251.357.407.016  0,0264 









TABULASI DATA LEVERAGE 
No. Perusahaan Tahun Total Kewajiban Total Aset DAR 
1 ADRO 2016  $                   2.736.375.000   $           6.522.257.000  0,4195 
    2017  $                   2.722.520.000   $           6.814.147.000  0,3995 
    2018  $                   2.758.063.000   $           7.060.755.000  0,3906 
    2019  $                   3.233.710.000   $           7.217.105.000  0,4481 
    2020  $                   2.429.852.000   $           6.381.566.000  0,3808 
2 BSSR 2016  $                         48.895.237   $              183.981.910  0,2658 
    2017  $                         54.430.580   $              210.137.454  0,2590 
    2018  $                         94.820.885   $              245.100.202  0,3869 
    2019  $                         80.362.658   $              250.680.316  0,3206 
    2020  $                         72.967.723   $              263.343.768  0,2771 
3 DEWA 2016  $                       156.210.034   $              381.339.705  0,4096 
    2017  $                       174.247.616   $              401.800.150  0,4337 
    2018  $                       184.294.296   $              415.098.432  0,4440 
    2019  $                       315.255.563   $              549.518.597  0,5737 
    2020  $                       281.239.286   $              550.639.564  0,5108 
4 ELSA 2016  Rp         1.313.213.000.000   Rp 4.190.956.000.000  0,3133 
    2017  Rp         1.803.449.000.000   Rp 4.855.369.000.000  0,3714 
    2018  Rp         2.357.127.000.000   Rp 5.657.327.000.000  0,4167 
    2019  Rp         3.228.339.000.000   Rp 6.805.037.000.000  0,4744 
    2020  Rp         3.821.876.000.000   Rp 7.562.822.000.000  0,5054 
5 GEMS 2016  $                       112.751.314   $              377.670.000  0,2985 
    2017  $                       298.251.273   $              590.469.384  0,5051 
    2018  $                       385.233.714   $              701.046.630  0,5495 
    2019  $                       422.379.157   $              780.646.167  0,5411 
    2020  $                       464.283.221   $              813.717.765  0,5706 
6 ITMG 2016  $                       302.362.000   $           1.209.792.000  0,2499 
    2017  $                       400.524.000   $           1.358.663.000  0,2948 
    2018  $                       472.945.000   $           1.442.728.000  0,3278 
    2019  $                       324.576.000   $           1.209.041.000  0,2685 
    2020  $                       312.339.000   $           1.158.629.000  0,2696 
7 TOBA 2016  $                       113.843.825   $              261.588.159  0,4352 
    2017  $                       173.538.605   $              348.338.028  0,4982 
    2018  $                       286.259.322   $              501.883.194  0,5704 
    2019  $                       370.500.569   $              634.640.456  0,5838 
    2020  $                       480.957.627   $              771.871.787  0,6231 
8 MYOH 2016  $                         39.773.001   $              147.254.262  0,2701 
    2017  $                         33.526.632   $              136.067.975  0,2464 





    2019  $                         37.882.793   $              160.181.748  0,2365 
    2020  $                         22.061.137   $              151.108.859  0,1460 
9 RUIS 2016  Rp             619.413.387.232   Rp    979.132.450.762  0,6326 
    2017  Rp             579.058.872.159   Rp    959.347.737.750  0,6036 
    2018  Rp             584.415.358.540   Rp    990.372.318.692  0,5901 
    2019  Rp             818.355.397.777   Rp 1.251.357.407.016  0,6540 








TABULASI DATA KOMISARIS INDEPENDEN 
No. Perusahaan Tahun Jml Komisaris Independen Jml Dewan Komisaris KOM 
1 ADRO 2016 2 5 0,4000 
    2017 2 5 0,4000 
    2018 1 4 0,2500 
    2019 2 5 0,4000 
    2020 2 5 0,4000 
2 BSSR 2016 3 8 0,3750 
    2017 3 8 0,3750 
    2018 3 8 0,3750 
    2019 3 8 0,3750 
    2020 3 8 0,3750 
3 DEWA 2016 2 6 0,3333 
    2017 2 6 0,3333 
    2018 2 6 0,3333 
    2019 3 6 0,5000 
    2020 4 7 0,5714 
4 ELSA 2016 2 5 0,4000 
    2017 2 5 0,4000 
    2018 2 5 0,4000 
    2019 2 4 0,5000 
    2020 2 4 0,5000 
5 GEMS 2016 3 6 0,5000 
    2017 3 6 0,5000 
    2018 3 6 0,5000 
    2019 3 6 0,5000 
    2020 2 5 0,4000 
6 ITMG 2016 2 5 0,4000 
    2017 2 7 0,2857 
    2018 3 6 0,5000 
    2019 3 6 0,5000 
    2020 3 7 0,4286 
7 TOBA 2016 2 3 0,6667 
    2017 2 5 0,4000 
    2018 2 3 0,6667 
    2019 2 5 0,4000 
    2020 2 3 0,6667 
8 MYOH 2016 1 3 0,3333 
    2017 1 3 0,3333 





    2019 1 3 0,3333 
    2020 1 3 0,3333 
9 RUIS 2016 1 3 0,3333 
    2017 1 3 0,3333 
    2018 1 3 0,3333 
    2019 1 3 0,3333 







A) EVALUASI MODEL PENGUKURAN ATAU OUTER MODEL 
 
1. Internal Consistency Reliability 
  Cronbach's Alpha Reliabilitas Komposit 
Penghindaran Pajak 1.000 1.000 
Profitabilitas 1.000 1.000 
Leverage 1.000 1.000 
Komisaris Independen 1.000 1.000 
 
 
2. Validitas Konvergen 
  Rata-rata Varians Diekstrak (AVE) 
Penghindaran Pajak 1.000 
Profitabilitas 1.000 
Leverage 1.000 




3. Validitas Diskriminan 
a) Cross-Loading 
  Penghindaran Pajak Profitabilitas Leverage Komisaris Independen 
CETR 1.000 -0.415 0.036 -0.022 
ROA -0.415 1.000 -0.461 -0.076 
DAR 0.036 -0.461 1.000 0.275 









B) EVALUASI MODEL STRUKTURAL ATAU INNER MODEL 
 
1. Variance Inflation Factor (VIF) 







2. Koefisien Determinasi (R2) 
  R Square Adjusted R Square 
Penghindaran Pajak 0.252 0.157 
 
 



















  Koefisien 
Profitabilitas -> Penghindaran Pajak -0.462 
Leverage -> Penghindaran Pajak -0.234 
Komisaris Independen -> Penghindaran Pajak 0.118 
ROA*KOM -> Penghindaran Pajak -0.066 





























  T Statistik P Values 
Profitabilitas -> Penghindaran Pajak 3.258 0.001 
Leverage -> Penghindaran Pajak 1.214 0.225 
Komisaris Independen -> Penghindaran Pajak 0.662 0.508 
ROA*KOM -> Penghindaran Pajak 0.301 0.763 
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